BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern hari ini, sering kali tuntuntan sosial menjadi fobia
tersendiri bagi orang-orang yang hidupnya ingin lebih baik, dan ingin
lebih terpandang dari siapapun, bahkan terkadang berbagai cara di lakukan
seseorang agar semua kebutuhan duniawinya terpenuhi, nafsu akan
kekayaan sering kali malah menjerumuskan seseorang terhadap hal-hal di
luar dari batas wajarnya, baik dari orang-orang kalangan bawah maupun
dari kalangan atas, semuanya ingin memiliki gaya hidup yang lebih baik
dan terus lebih baik lagi walau caranya salah, karena memenuhi untuk
nafsunya saja. Seperti yang di sampaikan Ibnu ‘Abbas, ia mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alathi wa sallam bersabda :
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Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij, dari ‘Atho
Berkata: aku mendengar Ibnu Abbas r.a berkata, aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda: seandainya manusia di beri dua lembah berisi
harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa
memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan
menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat.*

Seiring dengan perkembangan jaman, kasus kejahatan yang terjadi

di dunia ini pun semakin bervariasi, salah satunya yaitu kejahatan korupsi.

'Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah al Ja’fi Ibn Barzibah al Bukhari,
Shahih Bukhari, tt,(CD Room: al Maktabah al Shameela i-software, www.shameela.ws), Hadist
No. 6436
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Korupsi adalah tindak pidana dalam menyalah gunakan jabatan demi
keuntungan pribadi.? Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, seseorang
diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga,
lembaga itu bisa lembaga pemerintah, lembaga swasta atau lembaga
nirlaba. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena
korban yang di akibatkan oleh korupsi adalah sangat masif karena dengan
korupsi kerugian yang di derita oleh suatu negara dapat menjadi begitu
gradual. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999
jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat
luas sehingga korupsi tidak lagi di golongkan sebagai kejahatan biasa
melainkan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime).® Sehingga cara
pemberantasannya tidak lagi dapat di lakukan secara biasa, tetapi di tuntut
dengan cara-cara yang luar, biasa. Di sampingitu, tindak pidana korupsi
juga di golongkan sebagai kejahatan kerah putih (White Collar Crime)
karena sebagian besar pelakunya adalah orang-orang berintelektual dan

memliki pengaruh dalam kekuasaan. Hamka memberikan judul “Korupsi”

’Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lendsey Parris, Penuntun Pemberantasan
Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta, Buku Obor, 2005, him 2-3

®Korupsi  kejahatan luar biasa. http:/bataviase.co.id/detailberita-10382878.html.
Diunduh pada 04 april 2017. Marzuki ali, persiden asia parliementary assembly (APA), dalam
sidang APA yang memperingati hari antikorupsi sedunia menyatakan “tindak pidana korupsi
disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extra-ordinary crime karena korupsi telah menggerogoti
sendi-sendi pembangunan bangsa. Membuat bangsa bukan saja statis, tetapi mengalami suatu
kemunduran yang signifikan. Korupsi adalah kejahatan besar yang bersifat kompleks, sistematik,
dan pemberantasannya perlu dilakukan secara sistematis, komprehensiif dan perlu melibatkan
semua pihak”.
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dalam menafsiri ayat 161 Surat Ali ‘Imran. Di antaranya setelah
meriwayatkan betapa kejujuran telah di tegakkan di dalam pemerintahan
Islam, kemudian Hamka berkomentar :

“Melihat dan menilik pelaksanaan Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul
Aziz ini (yakni hadiah pun harus dikembalikan), nyatalah bahwa komisi
yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak
dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang
keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga
namanya. Kita katakan menurut rasa halus iman dan Islam adalah guna
jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu negara, bahwa lebih baik
bersih dari kecurigaan ummat”.

Pada kasus tindak pidana korupsi, penyitaan harta milik terdakwa
terpidana korupsi perlu di lakukan, karena dalam konteks hukum,
penyitaan bertujuan untuk pembuktian dalam persidangan. Menurut Jan
Remmelink, benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya
menyangkut pada harta benda atau kekayaan (vermogenstraaf ).° Bahkan
dalam Straftrecht (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat
disita diantaranya mencakup :

a. “benda yang, dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun
sebagian; yang di pergunakan. sendiri, atau di perolehnya dari
perbuatan kejahatan;
benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;

benda yang akan di gunakan untuk perbuatan kejahatan;
hak atas kebendaan.”®

~o o0 o

*Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, him 143

*Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal — Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003, him 499

®Ibid. Hal 500



Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke
negara.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan
berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur
dalam Pasal 38 KUHAP.

Ayat (1)
“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat”.

Ayat (2)

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh
persetujuannya.”

Setelah berlakunya KUHP terjadi perubahan yang sangat penting.
Perubahan yang dibawa oleh KUHP mengakibatkan kewenangan sebagai
berikut :’

a. Kepolisian
1. Dibidang Penyidikan, polisi mendapat porsi sebagai
penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewewenang melakukan penyidikan
tambahan.

3. Kepolisan berperan sebagai koordinator dan pengawas

penyidik dan pegawai negeri sipil (PPNS)

"Toto Santoso, Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulata, Pusat Studi Peradilan
Pidana Indonesia (Center of Indonesian Criminal Justice Studies), Depok, 2000, him 5



b. Kejaksaan
1. Dibidang penyidikan, kejaksaan mendapat porsi sebagai
penyidik tindak pidana khusus, yang meliputi tindak pidana
korupsi dan tindak pidana ekonomi, walaupun isi sifatnya
sementara.
2. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi berwenang
melakukan tindak penyidikan penuh, sedangkan kejaksaan

tidak berwenang.

Pada kasus yang dibahas oleh penulis mengenai ‘“Pengembalian
harta sitaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dihubungkan
dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dan dari
data-data yang penulis dapatkan, terdapat salah satu permasalan sebagai

berikut :

1. Dalam kasus ' terpidana korupsi® dengan 'Putusan MA No. 58
PK/Pid.Sus/2010, terdakwa Hartono Tjahjadjaja telah dipidana atas
1 (satu) kasus perbankan BRI dengan vonis 15 tahun penjara dalam
waktu bersamaan kejadian perkara tetapi diseplit disidang 2 kali
dan denda uang pengganti sebesar Rp. 56.000.000.000.00,- (lima
puluh enam miliar rupiah). Hartono Tjahjadjaja ditahan sejak 8
desember 2003. Jumlah uang pribadi Hartono Tjahjadjaja yang
disita dan lebih tepatnya dirampas oleh Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta sebesar Rp. 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh



delapan miliar rupiah), di rekening BRI An, PT. Delta Makmur
Eksperindo (PT. DME) dan An. Hartono Tjahjadjaja. Sedangkan
hukuman denda Rp. 1.000.000.000.00- (satu muliar rupiah) dan
uang pengganti  (UP) kerugian negara sebesar  Rp.
55.000.000.000.00,- (lima puluh lima miliar rupiah) sehingga total
keseluruhan yang harus Hartono Tjahjadjaja bayarkan sebesar Rp.
56.000.000.000.00,- (lima puluh enam miliar rupiah). Perampasan
tersebut tanpa menyisakan satu rupiah pun disemua rekening
Hartono Tjahjadjaja.

. Bahwa dalam berita acara pengembalian barang bukti oleh
kejaksaan tinggi DKI Jakarta ke BRI hanya sebesar Rp.
38.000.000.000.00,- (tiga puluh delapan miliar rupiah), jauh lebih
kecil dari uang pribadi Hartono Tjahjadjaja yang semestinya
dikembalikan lagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
sebesar Rp. 288.000.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh delapan
miliar rupiah) dikurangi hukuman denda materil.

. Bahwa selain uang rekening yang di BRI, Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta juga menyita rekening BCA an. Johanes Eka Negara
dengan saldo sebesar Rp. 109.050.000.000,00.- (seratus sembilan
miliar lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang “dirampas”
pihak  Kejaksaan  Tinggi DKI Jakarta senilai  Rp.

303.050.000.000.00,- (tiga ratus tiga miliar lima puluh juta rupiah)



Kasus tersebut didapatkan dari data keterangan surat yang dibuat
oleh Hartono Tjahjadjaja kepada Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo
sebagai permasalah hukum tentang pengembalian harta sitaan korupsi.
Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai
pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh
akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian
tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak
pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan
istilah barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti (Corpus Delicti)
adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai
peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila Kita
simak dan perhatikan satu per satu peraturan per Undang-Undangan
bernafaskan pidana (Undang-Undang pokok, Undang-Undang, maupun
peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan
definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila
dikaitkan pasal demi. pasal yang ada_ hubungannya, yang ada masalah
barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa

sebenarnya barang bukti itu.?

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan
eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau

kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan

8Afiah & Ratna nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1988
him 20-21



hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga
pempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas
melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara
pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim
dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa. Putusan
hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan
putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan

perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46
KUHAP.
Ayat (1)

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada
mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka
yang paling berhak apabila : (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan
tidak memerlukan lagi, (b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak
cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana (c) perkara
tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut
ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak
pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.

Ayat (2)

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam
putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas
untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak
dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai
barang bukti dalam perkara lain.”



Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat
dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau
penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak
sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu
masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang
pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan
untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya
Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa
pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat
dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh. Apabila terhadap barang
bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk
negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada
barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti
tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling
berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim vyang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap harus segara mengembalikannya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
mengenai upaya meminta pengembalian harta sitaan tindak pidana korupsi
yang belum sesuai dengan fakta Undang-Undang yang berlaku, Adapun

pertanyaan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian harta sitaan korupsi
menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta dalam pengembalian harta sitaan korupsi ?

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta dalam pengembalian harta sitaan korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pengembalian harta
sitaan korupsi menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa sajakah yang dilakukan
oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam pengembalian harta
sitaan korupsi.

3. Untuk - mengetahui - Upaya-upaya apakah ;yang dihadapi oleh
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam pengembalian harta sitaan

korupsi.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis
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Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran  bagi
perkembangan ilmu hukum dalam aspek hukum pidana tentang
pengembalian harta sitaan korupsi.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan salah satu wacana bagi
masyarakat umum tentang pemahaman bagaimana terdakwa
memiliki hak-hak nya terkait Pasal 46 KUHAP dan hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan informasi serta untuk menambah

pengetahuan bagi penegak hukum dan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan
sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang
salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.
Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan
ditaati sehingga: menjadi kaidah hukum, maka:peraturan kemasyarakatan
tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian,
hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya
menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas
(berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.®

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum

publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi

°Suharto & Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Prestasi
Pustaka, Jakarta, 2010, hIm 25-26
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kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari
perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik
itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).
Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah
ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.*?

Berbicara tentang penegakkan hukum pidana ada beberapa teori
yang menyertainya antara lain :**

a. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel,
Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa
dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri.
Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi
hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk
membalas pebuatan itu (pemabalasan).

b. Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum
bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman,
artinya tujuan .ini mencari_manfaat daripada hukuman. Beberapa
doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk
mencegah kejahatan baik pencegahan umum (Algemene Crime)
maupun pencegahan khusus (Special Crime). Selain itu, terdapat
paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan

orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan

oM. Abdul & Kholig, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UlI,
Yogyakarta, 2002, him 15

1C.S.T Kansil, Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia cetakan ke 9, Balai
Pustaka, Jakarta, 1993, him 97
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pelaksanaaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman.

Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi Teori

relative modern, penganutnya Frans Von Lizt, Van Hommel, D.

Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk

menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara,

dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat
peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang
berbentuk kaidah/ norma.

c. Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah
terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori
mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada
hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.
Berdasarkan pada teori ini sebenarnya tujuan dari pada penegakkan

hukum pidana tidak lain adalah untuk memeberikan hukuman pidana
kepada seseorang tidak semata-mata karena pelakunya telah melakukan
kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan;itu sendiri.

Tujuan hukum pidana sebagaimana disebut diatas adalah
merupakan sumber hukum tertulis atau hukum yang sifatnya modern,
namun selain hukum tertulis itu ada sumber hukum tidak tertulis yang
merupakan pedoman hidup masyarakat adalah hukum adat. Dan didalam
peraturan per Undang-Undangan hukum adat diakui dan dijadikan sumber

hukum tidak tertulis.
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Lebih lanjut Eugen Ehrlich dalam teorinya menyatakan bahwa
“hukum adalah hukum sosial. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia
yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. la terbentuk lewat
kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang
efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat
hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. la
tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua
hukum dalam segi ekstrennya dapat diatur oleh instansi-instansi negara,
akan tetapi menurut segi intern nya hubungan-hubungan dalam kelompok
sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah living law.
Hukum sebagai norma-norma hukum?*?

Proses penegakkan hukum banyak faktor yang mempengaruhi
bekerjanya hukum. Robert. B. Siedman mengemukakan teorinya tentang
faktor-faktor bekerjanya hukum. Bekerjanya hukum menurut Siedman ini
menyatukan tiga kekuatan yaitu kekuatan pembuat Undang-Undang dalam
hal ini adalah legislatif, kekuatan pelaksana Undang-Undang dalam hal ini
adalah eksekutif dan kekuatan sosial lain yaitu pemegang peran atau
masyarakat yang dalam hal ini adalah menyangkut kesadaran hukum
masyarakat.

Para filosof hukum dan para ilmuan sosial sama-sama telah
memberikan upaya definisi yang tak terhitung jumlahnya. Betapa pun juga

definisi mengenai hukum, betapapun beragamnya bisa digolongkan ke

21hid. him 142
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dalam beberapa kelompok, mencerminkan perbedaan cara pandang
terhadap hukum dan perbedaan tujuan dalam penulisannya tentangnya.
Jenis yang pertama adalah institusional. Di banyak masyarakat, ada orang-
orang dan institusi yang menurut kelaziman merupakan bagian dari sistem
hukum. Kita bisa membentuk sebuah definisi di seputar para profesional
dan institusi ini : walhasil sistem hukum disini dibatasi oleh profesional
yang relevan dari para pengacara, hakim, polisi, legislator, administrator,
notaris dan yang lainnya. Menurut Paul Bohannon juga berpendapat
bahwa institusi-intitusi hukum merupakan esensi hukum. Sebuah intitusi
legal jika dalam sebuah masyarakat menggunakannya untuk
menyelesaikan sengketa dan menangani pelanggaran besar atau nyata atas
aturan-aturan tersebut.

Penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni
struktur hukum (Legal structure), substansi hukum (Legal Substance), dan
budaya hukum (Legal Culture). Struktur hukum menyangkut aparat
penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan
dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut
dalam suatu masyarakat

Hukum adalah sekumpulan kewajiban mengikat yang telah
“diluncurkan” dari institusi-institusi dari tempat mereka muncul dan
“diluncurkan” ulang melalui institusi-intitusi hukum. Esensi hukum adalah
“Intitusionalisasi ganda” ini. Intitusi-intitusi hukum “memiliki cara

tertentu yang tertata” untuk “mengitervensi” intitusi-intitusi yang “tidak
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berfungsi”, untuk memilah masalahnya dan menanganinya ‘“dalam
kerangka intitusi hukum”*?

Hukum pidana terdapat istilah Restorative Justice, yang artinya
adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan
dari  sebuah  pelanggaran khusus dan secara  bersama-sama
mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta
menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.’* Adrianus

Meliala mengutip pendapat Morrison tentang Restoratif adalah

“is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to

offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time

as being supportive resfectful of the individual . "

Restorative Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak
yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan
komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-
kepentingan mereka. Restorative Justice juga menekan pada hak asasi
manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan
sosial dan dalam cara-cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan
daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan

apapun. Kemudian Restorative Justice juga mengupayakan untuk me

3 awrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, Bandung, Nusa Media,
2016, him 07-08

Y“Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, him 247

BAdrianus Maliala, Restorative Justice dan Penegakan Hukum, Bahan Kuliah
Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009
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restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih
penting adalah sense of control.*®

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau
norma-norma,*’ yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku
manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam

hukum kota dan internasional.®

Mereka umumnya dipahami sebagai hal
yang mutlak'® sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren
berhak karena dia adalah manusia,”® dan yang" melekat pada semua
manusia® terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau
status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti
yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang.
HAM membutuhkan empati dan aturan hukum? dan memaksakan
kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang

lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum

berdasarkan keadaan tertentu misalnya, hak asasi manusia mungkin

*BPHN, Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan
Sistem Pemidanaan, 2012

7James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar,
December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Retrieved August 14,
2014

"®Nickel 2010

“The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, What are
human rights?, Retrieved August 14, 2014

“Sepilveda et al. 2004, him. 3

2'Burns H. Weston, March 20, 2014, Encyclopedia Britannica, human rights, Retrieved
August 14, 2014

“Gary J. Bass (book reviewer), Samuel Moyn (author of book being reviewed), October
20, 2010, The New Republic, The Old New Thing, Retrieved August 14, 2014
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termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum, penyiksaan, dan

eksekusi.?®

F. Langkah-Langkah Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
analitis artinya bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses
pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum
positif yang menyangkut permasalahan
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode pendekatan
Yuridis Normatif yaitu suatu: penelitian, yang, menekankan pada
peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian
dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di

lapangan.?*

3. Jenis Data

“Merriam-Webster ~dictionary, Retrieved, rights (as freedom from unlawful
imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging fundamentally to all persons, 2014
#*Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm 75
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Jenis data yang di gunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder ,

dan tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer, vyaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, yang terdiri dari Norma atau kaedah dasar, peraturan
dasar, peraturan perundang-undangan, KUHAP, dan bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, serta
yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau
pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder,

yaitu :

a. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-
fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.
Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun
perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau

catatan-catatan/ arsip.>® Data primer diperoleh secara langsung

Bpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, Jakarta, 2005, him 141
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dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung
dan observasi atau pengamatan secara langsung di Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta di JI. H. R. Rasuna Said No.2, RT.5/RW.4,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang
di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.*® Data
sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran
literatur yang berkaitan dengan peneggakkan hukum pidana
dan teori yang mendukungnya.

Data tersier adalah data perundang-undangan atas sumber data
primer dan sumber sekunder yaitu kamus hukum, jurnal, buku

teori, koran dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan
langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian.
Dan adapun observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu di
laksanakan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di JI. H. R.

Rasuna Said No.2, RT.5/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan

*°|bid.
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Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950.
b. Wawancara
Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung
dengan responden atau pihak—pihak terkait. Dan salah satu
responden yang menjadi pihak yang di wawancarai yaitu Ibu
Mia Banulita., S.H. M.H dengan jabatan sebagai Koordinator
Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
c. Studi pustaka
Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara
studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan tujuan penelitian.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif
artinya untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan
angka-angka ataupun ukuran lain yang “bersifat eksak. Penelitian
kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.?’

*'Diakses melalui situ web https://www.google.com/search?client=firefox-
b&ei=K3EIWoW4C8mK8gXkr6XY Cq&q=apa+itu+deskriptif+kualitatif&oq=Apa+itu+Deskriptif
, pada pukul 23:53 WIB, di Kota Bandung
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